
 

 

 

PERAT UR AN D AER AH K AB UP ATEN BAT ANG 
NOMOR 1 TAHUN 2008 

TENTANG 

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 

2005, Pemerintah Daerah berhak dan wajib untuk mengurus urusan 

pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan; 

 b.  bahwa agar urusan pemerintahan dapat terlaksana secara efektif, 

efisien dan optimal berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan 

tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan 

huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang; 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757); 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II  

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
 

dan 

 

BUPATI BATANG 
 

MEMUTUSKAN : 

Me n e ta p ka n :  PER AT UR AN D AER AH T ENT ANG URUS AN PE MERINT AH AN  
YANG ME NJ AD I KEWENANG AN PE MER INT AHAN D AE R AH  
K AB UP AT E N B AT ANG  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 



2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Batang. 

6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban 

setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 

tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan 

dan mensejahterakan masyarakat. 

 

BAB II 
U R U S A N  P E M E R I N T A H A N  

Pasal 2 

(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan 

pemerintahan. 

(2) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan da/atau susunan pemerinthan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan politik 

luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) 

bidang urusan pemerintahan meliputi: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum; 

d. Perumahan; 

e. Penataan ruang; 

f. Perencanaan pembangunan; 

g. Perhubungan; 

h. Lingkungan hidup; 

i. Pertanahan; 

j. Kependudukan dan catatan sipil; 

k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

m. Social; 

n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 



o. Koperasi dan usaha kecil menengah; 

p. Penanaman modal; 

q. Kebudayaan dan pariwisata; 

r. Kepemudaan dan olahraga; 

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian, dan persandian; 

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

v. Statistic; 

w. Kearsipan; 

x. Perpustakaan; 

y. Komunikasi informatika; 

z. Pertanian dan ketahanan pangan; 

aa. Kehutanan; 

bb. Energi dan sumberdaya mineral; 

cc. Kelautan dan perikanan; 

dd. Perdagangan; 

ee. Perindustrian; 

(4) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sub 

bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang. 

(5) Rincian ketigapuluhsatu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 3 

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas urusan wajib 

dan urusan pilihan. 

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 

(3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Lingkungan hidup; 

d. Pekerjaan umum; 

e. Penataan ruang; 

f. Perencanaan pembangunan; 

g. Perumahan; 

h. Kepemudaan dan olahraga; 

i. Penanaman modal; 

j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

k. Kependudukan dan catatan sipil; 

l. Ketenagakerjaan; 


